
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERENCANA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan,

integritas, dan kredibilitas Perencana Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Kode

Etik dan Kode Perilaku perencana;

bahwa kode etik dal kode perilaku perencana

sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, dilaksanakan

untuk menjamin pelaksanaan tugas perencana yang

sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap perencanaan

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundangan -undangan ;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana

Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Percepatan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2Ol5 tentang

Organisasi Kementerian Negara (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1 12);
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Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2O Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 66 Tahun 2OI5 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2OO3 tentang

Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan

Masyarakat;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan

dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblotuing Sgstem)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor

1s60);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 20 16 Nomor

60e);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 8 Tahun 20 16 tentang Kode Etik dan

Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);


